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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1342, 2019 KEMEN-LHK. Audit Kepatuhan. Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Pembayaran PNBP Hasil
Hutan Kayu. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.54/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019
TENTANG
AUDIT KEPATUHAN TERHADAP PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN
HASIL HUTAN KAYU, IZIN PEMANFAATAN KAYU, IZIN PINJAM PAKAI
KAWASAN HUTAN, HAK GUNA USAHA, DAN IZIN SAH LAINNYA DALAM
KEGIATAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU, PENATAUSAHAAN HASIL
HUTAN KAYU, DAN PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
HASIL HUTAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib pelaksanaan
pemanfaatan hasil hutan kayu, penatausahaan hasil
hutan kayu, dan pembayaran penerimaan negara bukan
pajak hasil hutan kayu, perlu diatur mengenai audit
kepatuhan terhadap pemegang izin usaha pemanfaatan
hasil hutan kayu, izin pemanfaatan kayu, izin pinjam
pakai kawasan hutan, hak guna usaha, dan izin sah
lainnya dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu,
penatausahaan hasil hutan kayu, dan pembayaran
penerimaan negara bukan pajak hasil hutan kayu;

b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.46/MENLHK-SETJEN/2015 tentang
Pedoman Post Audit terhadap Pemegang Izin Usaha
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Mengingat

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Izin Pemanfaatan
Kayu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi,
sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tentang Audit Kepatuhan Terhadap Pemegang Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Pemanfaatan Kayu,
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Hak Guna Usaha, dan
Izin Sah Lainnya dalam Kegiatan Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu, dan
Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil

Hutan Kayu;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang
Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3759);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang
Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4207) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4813);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana

www.peraturan.go.id



2019, No.1342

10.

11.

12.

13.

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010
tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5506);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/ MENLHK-SETJEN/2015 tentang Organisasi
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 713);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.42/MENLHK-SETJEN/2015 tentang
Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari
Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1247)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.58 / MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/ 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor P.42/MENLHK-SETJEN/2015
tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal
dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1063);
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Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.43/MENLHK-SETJEN/2015 tentang
Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari
Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1248) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK-SETJEN/2015
tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal
dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1064);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.62/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Izin
Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 133);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016 tentang
Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran
Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi
Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan, dan
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang
Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1119)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/
7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
462);
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